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PUTUSAN
Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2023
telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Sidoarjo, Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 11 Januari 2023

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07
November 2016, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 07 November 2016;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kabupaten Sidoarjo selama 7 tahun (Bada Dukhul), bernama Anak 1| ,
tanggal lahir 27 Desember 2017 (umur 5 tahun 1 bulan);

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi
sejak bulan Januari Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering
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terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka
mencuri barang berharga Penggugat, Tergugat Sering bertindak kasar
kepada Penggugat mulai dari perkataan hingga perbuatan, Tergugat Pernah
memukul Penggugat hingga menyebabkan luka saat Penggugat Hamil
muda. Tergugat Pernah membawa kabur anak Penggugat dan Tergugat.
Tergugat sering berhutang Online tanpa sepengetahuan Penggugat hingga
menagih hutang kepada Penggugat. Tergugat pernah mengadu domba
antara Penggugat dengan Kakak Penggugat.;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan
Desember tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah
orangtua Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat
tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 bulan;

5. Bahwa selama ini anak bernama Anak | , tanggal lahir 27 Desember 2017
(umur 5 tahun 1 bulan) tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk
mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut
ditetapkan pada Penggugat.

6. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap
bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/
mandiri.

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit
dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan
(berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut
Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang
Pengadilan Agama Sidoarjo;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan

mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT ) ;

3. Menetapkan anak bernama Anak |, tanggal lahir 27 Desember 2017 (umur
5 tahun 1 bulan) berada dalam asuhan Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap
bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/
mandiri.

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak
datang ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh mediasi, namun tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 20 Januari 2023
Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk
berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang
dilaksanakan berdasar Hukum lIslam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a
quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak
untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016,
namun tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
Tergugat suka mencuri barang berharga Penggugat, Tergugat Sering bertindak
kasar kepada Penggugat mulai dari perkataan hingga perbuatan, Tergugat
Pernah membawa kabur anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering
berhutang Online tanpa sepengetahuan Penggugat hingga menagih hutang
kepada Penggugat. Tergugat pernah mengadu domba antara Penggugat
dengan Kakak Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh
Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. kepada Penggugat dan
Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan
pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 20
Januari 2023 Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim memberikan kesempatan
Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya namun Penggugat
menyatakan tidak sanggup memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya dan
antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang dari 6 bulan, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak sungguh-sungguh dalam
beperkara. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara a quo,
demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya

azas audi et alteram partem (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48
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Tahun 2009 jo Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami  Drs. M. Shohih,
S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur
Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDRI DWI
PERWITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H. Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin
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Panitera Pengganti,

ANDRI DWI PERWITASARI, S.H.

Perincian biaya :
Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 295.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)
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